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Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas thrifting dan perdagangan 
pakaian bekas di Pasar Sambu dan Pasar Melati Kota Medan di tengah penerapan 
kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas yang diperketat melalui 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan thrifting, 
mengkaji dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas di Kota 
Medan, serta mengetahui strategi pemerintah dalam menyediakan kebijakan transisi 
bagi pelaku usaha yang terdampak. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis 
menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kebijakan pelarangan thrifting dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan utama, yaitu 
perlindungan industri tekstil dalam negeri, perlindungan kesehatan masyarakat dari 
risiko pakaian bekas impor, serta penertiban arus perdagangan ilegal. Dampak 
kebijakan mencakup penurunan pasokan stok barang, berkurangnya jumlah pembeli 
sebesar 30 hingga 50 persen, dan penurunan omzet pedagang antara 10 hingga 75 
persen, serta terbatasnya akses konsumen berpenghasilan rendah terhadap pakaian 
terjangkau. Sementara itu, strategi transisi pemerintah masih bersifat umum berupa 
imbauan beralih ke pakaian preloved lokal dan pemanfaatan platform digital, tanpa 
disertai program pembinaan khusus bagi pedagang terdampak. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pelarangan thrifting memiliki dasar hukum 
yang kuat, pelaksanaannya perlu disertai program transisi terstruktur, pendampingan 
usaha yang tepat sasaran, dan sosialisasi langsung kepada pedagang agar kebijakan 
dapat berjalan secara adil dan mencerminkan prinsip negara kesejahteraan. 
Kata kunci: kebijakan pemerintah, larangan thrifting, penjualan pakaian bekas. 
 
Abstract 
This study was motivated by the widespread practice of thrifting and the trade of second-hand 
clothing in Sambu Market and Melati Market, Medan City, amidst the implementation of 
government policies prohibiting the importation of used clothing, as reinforced through Minister 
of Trade Regulation Number 47 of 2025. The study aims to analyze the rationale behind the 
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government's policy on banning thrifting, examine its impacts on second-hand clothing traders 
and consumers in Medan City, and identify the government's transition strategies for 
businesses affected by the policy. This research employed a descriptive qualitative approach with 
a normative-empirical research design. Data were collected through observation, in-depth 
interviews, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman 
interactive analysis technique, which consists of data reduction, data display, and conclusion 
drawing. The findings reveal that the policy prohibiting thrifting is based on three primary 
considerations: protecting the domestic textile industry, safeguarding public health from the 
risks associated with imported used clothing, and regulating illegal trade activities. The impacts 
of the policy include a decline in merchandise supply, a reduction in the number of customers by 
approximately 30 to 50 percent, and a decrease in traders’ revenues ranging from 10 to 75 
percent. Additionally, the policy has limited access to affordable clothing for low-income 
consumers. Meanwhile, the government’s transition strategy remains relatively general, 
consisting primarily of recommendations to shift toward locally sourced preloved clothing and 
the utilization of digital platforms, without the provision of specific assistance or capacity-
building programs for affected traders. The study concludes that although the thrifting 
prohibition policy has a strong legal foundation, its implementation should be accompanied by 
structured transition programs, targeted business assistance, and direct outreach to traders to 
ensure that the policy is implemented fairly and reflects the principles of a welfare state. 
Keywords: government policy, thrifting prohibition, second-hand clothing trade. 
 
 
Pendahuluan 

Indonesia termasuk negara dengan aktivitas thrifting yang sangat tinggi, terlihat 
dari masih besarnya arus masuk pakaian bekas dan meluasnya praktik thrifting di 
berbagai wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas di 
Indonesia masih tergolong tinggi. Selama periode Januari hingga Agustus 2025, jumlah 
pakaian bekas yang masuk ke Indonesia mencapai 1.242,8 ton dengan nilai sebesar 
US$1,55 juta atau sekitar Rp25,7 miliar. Bahkan pada tahun 2024, volume impor 
pakaian bekas ke Indonesia pernah mencapai 3.865,4 ton. Dalam periode Januari-
Agustus 2025, Hong Kong dan Taiwan menjadi dua negara utama yang mengirimkan 
pakaian bekas ke Indonesia. Volume impor dari kedua negara tersebut masing-masing 
mencapai 388,4 ton dan 372,5 ton. 

Pasokan dari Hong Kong merupakan yang terbesar dengan kontribusi 31,2%, 
sedangkan Taiwan berkontribusi sebesar 30%. Beberapa negara lain yang juga 
mengirimkan pakaian bekas ke Indonesia selama Januari-Agustus 2025 antara lain 
Singapura (234,6 ton), Arab Saudi (91,8 ton), Malaysia (69,4 ton), Uni Emirat Arab (46,1 
ton), serta berbagai negara lain dengan total volume impor sebesar 40,1 ton (Puja 
Pratama, 2025). Data ini mendukung bahwa industri pakaian berkaitan dengan daya 
saing ekonomi nasional dan menjadi pilihan konsumsi masyarakat. Dalam kerangka 
kebijakan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sektor 
strategis agar sektor tersebut tetap produktif dan mampu bertahan di tengah 
persaingan pasar, termasuk menghadapi tekanan barang impor melalui jalur resmi dan 
tidak resmi. 
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Pada saat ini, impor pakaian bekas dianggap sebagai ancaman karena dapat 
menekan permintaan pakaian baru yang dibuat di dalam negeri dan mengganggu 
ekosistem industri tekstil dan menggangu usaha kecil menengah (UMKM) (Samudera 
et al., 2024). Dengan demikian, untuk menjaga keberlanjutan daya saing industri tekstil 
dalam negeri serta menekan dampak negatif impor pakaian bekas terhadap permintaan 
produk lokal dan pelaku UMKM, pemerintah kemudian menegaskan kebijakan 
pengendalian melalui instrumen hukum yang lebih tegas. Pemerintah mengeluarkan 
kebijakan pengaturan, dengan dikeluarkannya Permenteri Perdagangan Nomor 47 
Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor (Permendag No 47 Tahun 
2025). 

Terdaftar dalam JDIH Kementerian Perdagangan, menjadikan impor pakaian 
bekas ilegal secara hukum. Konsep kebijakan dasar ini mewajibkan negara melarang 
impor pakaian bekas masuk ke wilayah NKRI karena dianggap menimbulkan bahaya 
ekonomi dan sosial (Jdih Kemenkeu.go.id, 2022a). Oleh karena itu, kebijakan ini berlaku 
mendasari pelarangan penertiban, yang menjadi lebih kuat ketika pemerintah 
meningkatkan upaya penertiban (Christin Luciana Sinmiasa et al., 2025). Pada Agustus 
2025, Kementerian Perdagangan menyita 19.391 bal (ballpress) pakaian bekas senilai 
lebih dari Rp112,3 miliar dari sejumlah gudang penyimpanan di Jawa Barat sebagai 
bagian dari penerapan undang-undang dan upaya untuk menghentikan perdagangan 
ilegal. 

Laporan lain menyebutkan penyitaan dengan angka yang sama, termasuk 
penjelasan tentang asal negara barang dan lokasi gudang (Ahmad Muzdaffar Fauzan, 
2025). Sementara itu, ribuan bal pakaian impor dimusnahkan sebagai bagian dari 
penertiban. Perbandingan penindakan ini memberi bukti yang kuat bahwa thrifting 
bukan sekadar tren konsumsi, tetapi menjadi masalah kebijakan yang aktif dilakukan 
pemerintah (Alfitria Nefi Pratiwi & Ilona Estherina Piri, 2025). Meskipun demikian, 
kebijakan pelarangan dan penindakan ini berada pada realitas sosial yang tidak 
sederhana. Thrifting berkembang karena menawarkan variasi produk yang beragam 
dan akses ke pakaian dengan harga terjangkau, karena thrifting merupakan salah satu 
gaya hidup lama yang kini banyak diminati oleh masyarakat terutama di kalangan 
remaja (Muhammad Zulfikar Emir Zanggi, 2025). Thrifting memungkinkan sebagian 
masyarakat mendapatkan pakaian layak pakai dengan biaya yang jauh lebih rendah, 
membuatnya menjadi pilihan ekonomi yang logis bagi mereka. Pola konsumsi ini 
menunjukkan bahwa thrifting tidak semata-mata masalah gaya tetapi juga berkaitan 
dengan strategi pemenuhan kebutuhan. Pembelian pakaian bekas dipengaruhi oleh 
faktor harga, nilai guna, dan preferensi konsumen terhadap produk tertentu, sehingga 
aktivitas thrift memiliki basis permintaan yang kuat (Fatah et al., 2023). Dalam konteks 
lokal, Kota Medan merupakan salah satu kota yang dikenal memiliki aktivitas jual beli 
pakaian bekas yang kuat, terutama di pusat-pusat pasar tertentu. Pasar Sambu sering 
disebut sebagai salah satu pasar yang populer bagi masyarakat untuk mencari pakaian 
bekas, termasuk pakaian bekas yang dikaitkan dengan barang impor, karena harganya 
terjangkau dan variasi produknya luas. 

Pasar ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak pedagang sekaligus 
memenuhi kebutuhan masyarakat (Kompasiana.com, 2025). Artinya, pasar ini bukan 
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sekadar lokasi transaksi, melainkan ruang ekonomi yang hidup dan menjadi sumber 
penghidupan bagi pedagang serta memenuhi kebutuhan sandang masyarakat 
(Merdeka.com, 2021). Namun, praktik thrifting, terutama yang terkait dengan impor 
ilegal atau mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, dapat memberikan efek 
buruk terhadap industri tekstil lokal dan mengurangi pendapatan negara (Ayutia 
Nurita Sari, 2023). Di sinilah persoalan kebijakan menjadi penting. Ketika pemerintah 
meningkatkan aturan pakaian bekas impor, itu dapat berdampak pada semua orang di 
pasar, termasuk penjual pakaian bekas di kota Medan. 

Meskipun dampak ini tidak selalu berarti penjualan berhenti, itu dapat muncul 
dalam bentuk yang lebih nyata dan dapat diukur, seperti perubahan pada jumlah 
pembeli, omzet, stok, dan pasokan, serta perubahan pada strategi penjualan. Menurut 
penelitian yang dilakukan oleh (Qurrotaayun et al., 2023) pelarangan impor pakaian 
bekas dapat berdampak pada dinamika bisnis pedagang karena pedagang yang 
sebelumnya bergantung pada pasokan tertentu harus menghadapi ketidakpastian 
pasokan dan perubahan pasar. Studi lain menunjukkan bahwa, karena kelemahan 
sistemik dalam pengawasan dan penegakan, regulasi larangan impor tidak selalu 
berfungsi dengan baik di beberapa tempat, sehingga dampaknya di lapangan dapat 
berbeda-beda (Syakir, 2024). 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak kebijakan perlu dipahami 
sebagai hasil interaksi antara aturan, pelaksana, dan kondisi sosial-ekonomi. Menurut 
(Agustino, 2016), aktor, komunikasi, dan kemampuan implementasi di lapangan 
mempengaruhi kebijakan. Dalam perspektif ini, penelitian ini berfokus pada mengkaji 
secara empiris bagaimana kebijakan pelarangan thrifting memengaruhi penjualan 
pakaian bekas di Pasar Medan. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memahami 
kebijakan sebagai realitas sosial, bukan hanya undang-undang yang ditulis. Penelitian 
ini menunjukkan bahwa thrifting di Pasar Medan adalah fenomena ekonomi yang 
sebenarnya, dan kebijakan pelarangan akan digunakan dengan lebih keras pada tahun 
2025. Karena keduanya berada di wilayah sosial yang sama, penting untuk menyelidiki 
dampak kebijakan tersebut terhadap penjualan pakaian bekas di Pasar Medan. 
            
Metode 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan 
konseptual dan perundang-undangan untuk menganalisis dampak kebijakan 
pemerintah mengenai pelarangan thrifting terhadap penjualan pakaian bekas di Kota 
Medan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami permasalahan dan 
dampak yang muncul di masyarakat, sedangkan pendekatan perundang-undangan 
digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur pelarangan thrifting. Penelitian ini 
bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan, menganalisis, dan 
menginterpretasikan fenomena yang terjadi secara mendalam (Gabriel Siahaan & Br. 
Tambun, 2024; Magister et al., 2023). Lokasi penelitian difokuskan pada Pasar Sambu 
dan Pasar Melati sebagai pusat perdagangan pakaian bekas di Kota Medan, dengan 
informan yang terdiri atas pelaku usaha pakaian bekas dan konsumen thrifting.(Gabriel 
Siahaan & Br. Tambun 2024). 
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Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan 
pelarangan thrifting serta dampaknya terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, dan etik. 
Dalam penelitian kualitatif, konsep yang diteliti tidak diukur secara statistik, melainkan 
dieksplorasi secara mendalam melalui fenomena yang terjadi di lapangan (John W. 
Creswell, 2014). Dampak politik dikaji melalui penerimaan dan legitimasi kebijakan, 
dampak ekonomi melalui perubahan omzet, jumlah pembeli, dan keberlangsungan 
usaha, dampak sosial melalui kondisi kehidupan pedagang dan akses masyarakat 
terhadap pakaian terjangkau, serta dampak etik melalui penilaian terhadap keadilan, 
keterbukaan informasi, dan tanggung jawab pemerintah. Definisi operasional 
digunakan sebagai pedoman untuk memperjelas batas konsep dan mengarahkan 
proses pengumpulan data (Wahyudi et al., 2021; Sri Yani Kusumastuti et al., 2025).  

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha pakaian 
bekas di Kota Medan (Undari Sulung & Mohamad Muspawi, 2024), sedangkan data 
sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta 
dokumen yang relevan dengan penelitian (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018). 
Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Putri & 
Murhayati, 2025; Rahmawati et al., 2024; Idawati Gea et al., 2024), dengan instrumen 
berupa pedoman observasi dan wawancara (Maryam B. Gainau, 2021). Analisis data 
dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh 
pemahaman yang komprehensif mengenai dampak kebijakan pelarangan thrifting 
terhadap pelaku usaha dan konsumen di Kota Medan (Morissan, 2019). 

  
Hasil dan Diskusi 
Latar Belakang Pemerintah Menetapkan Kebijakan Pelarangan Thrifting 

Pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan thrifting pakaian bekas sebagai 
bagian dari upaya negara dalam mengatur arus barang impor, melindungi industri 
tekstil nasional, menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen, serta menciptakan 
ketertiban dalam kegiatan perdagangan. Kebijakan ini di latarbelakangi oleh 
pandangan pemerintah bahwa masuknya pakaian bekas impor tidak hanya berkaitan 
dengan aktivitas perdagangan pakaian bekas semata, tetapi juga memiliki keterkaitan 
dengan perkembangan industri tekstil nasional, keberlangsungan usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM), penerimaan negara, serta aspek perlindungan konsumen. 

Dalam aspek ekonomi, pemerintah menilai bahwa masuknya pakaian bekas 
impor dengan harga yang relatif lebih rendah berpotensi memengaruhi daya saing 
produk tekstil dalam negeri. Keberadaan pakaian bekas impor dapat mendorong 
perubahan pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada 
permintaan terhadap produk tekstil lokal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi 
menurunya tingkat produksi industri tekstil nasional serta keberlangsungan usaha 
pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri pakaian. Selain itu, industri tekstil 
merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian 
nasional, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja (Elsa Trisni, 2025). 
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Oleh karena itu, pemerintah memandang perlunya pengendalian terhadap 
peredaran pakaian bekas impor untuk mendukung keberlangsungan industri tekstil 
dan produk tekstil (TPT) nasional serta menjaga iklim usaha yang kondusif bagi pelaku 
usaha dalam negeri. Selanjutnya, kebijakan pelarangan thrifting terkait impor pakaian 
bekas juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga penerimaan negara. 
Berdasarkan data impor pakaian bekas yang masuk secara ilegal berpotensi 
menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak dan kepabeanan 
(Muhammad Harianto, 2026). 

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi kehilangan penerimaan pajak 
mencapai Rp1,4 triliun per tahun, sedangkan potensi kehilangan penerimaan dari 
sektor kepabeanan mencapai Rp4,8 triliun per tahun. Dengan demikian, total potensi 
kerugian negara akibat impor tekstil ilegal diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun per 
tahun. Selain itu, aktivitas impor tekstil ilegal juga berpotensi memengaruhi 
penyerapan tenaga kerja pada sektor tekstil dan garmen yang merupakan salah satu 
sektor padat karya di Indonesia (Muhammad Harianto, 2026) Di samping 
pertimbangan ekonomi, pemerintah juga memperhatikan aspek kesehatan dan 
keselamatan konsumen. 

Pakaian bekas impor umumnya berasal dari berbagai negara dan dikumpulkan 
melalui proses distribusi yang panjang sehingga kondisi kebersihan, penyimpanan, 
serta riwayat penggunaannya tidak selalu dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu, 
aspek keamanan produk menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan barang yang 
beredar di masyarakat. Pertimbangan tersebut didukung oleh hasil penelitian 
laboratorium yang menunjukkan adanya potensi kontaminasi mikroorganisme pada 
pakaian bekas impor. Berdasarkan pengujian terhadap 25 sampel pakaian bekas impor 
yang diambil dari salah satu pasar di Jakarta, ditemukan bahwa seluruh sampel 
mengandung bakteri, termasuk Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, yang 
dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi kesehatan manusia (Enggar Cendani et al., 
2025). 

Selain itu, pakaian bekas impor berpotensi mengandung jamur kapang yang 
dapat menimbulkan gangguan pada kulit, seperti gatal-gatal, iritasi, maupun reaksi 
alergi pada individu yang sensitif (Uswah Sahal, 2023). Berdasarkan berbagai 
pertimbangan tersebut, pemerintah memandang bahwa kebijakan pelarangan thrifting 
merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung 
pengendalian arus barang impor, menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, 
melindungi kepentingan konsumen, serta menciptakan ketertiban dalam kegiatan 
perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu, pelarangan thrifting dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan 
negara dalam mengendalikan kegiatan perdagangan yang dianggap menimbulkan 
dampak luas bagi kepentingan nasional. Sesuai dengan teori kebijakan publik, 
kebijakan pemerintah lahir karena adanya masalah publik yang dipandang perlu 
diselesaikan melalui tindakan negara. Dalam pandangan William 

N. Dunn, analisis kebijakan publik melalui tahapan perumusan masalah, 
formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Apabila dikaitkan 
dengan pelarangan thrifting, tahap perumusan masalah terlihat ketika pemerintah 
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mengidentifikasi pakaian bekas impor sebagai masalah perdagangan yang berpotensi 
mengganggu industri tekstil nasional, menekan daya saing produk lokal, dan 
menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. 

Tahap formulasi kebijakan terlihat melalui penyusunan aturan hukum yang 
melarang masuknya pakaian bekas impor. Tahap implementasi tampak melalui 
pengawasan, penertiban, penyitaan, dan pemusnahan barang impor ilegal. Sementara 
itu, tahap evaluasi diperlukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar 
efektif dalam melindungi kepentingan nasional tanpa menimbulkan beban sosial 
ekonomi yang berlebihan bagi pedagang kecil dan konsumen. Berdasarkan teori Dunn, 
kebijakan pelarangan thrifting dapat dinilai memiliki landasan yang kuat karena 
pemerintah berupaya mengatasi persoalan perdagangan yang dipandang merugikan 
kepentingan nasional. 

Namun demikian, penilaian terhadap suatu kebijakan publik tidak dapat hanya 
didasarkan pada keberadaan aturan hukumnya. Kebijakan tersebut juga perlu ditinjau 
dari aspek perumusan masalah, penetapan kelompok sasaran, perkiraan dampak yang 
ditimbulkan, serta penyediaan langkah penyesuaian bagi pihak-pihak yang terdampak. 
Dengan demikian, apabila kebijakan tersebut hanya berfokus pada aspek pelarangan 
tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku usaha kecil, maka kebijakan 
tersebut belum sepenuhnya mencerminkan proses perumusan kebijakan publik yang 
menyeluruh. 

Secara hukum, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas memiliki dasar yang 
kuat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar utama 
karena mengatur bahwa barang impor pada prinsipnya harus dalam keadaan baru. 
Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 sebelumnya telah 
memasukkan pakaian bekas dan barang bekas lainnya dalam kategori barang yang 
dilarang untuk diimpor, termasuk pos tarif/HS 6309.00.00. Kemudian, Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 menjadi pembaruan regulasi yang 
mencabut aturan sebelumnya dan menegaskan kembali pengaturan mengenai barang 
yang dilarang untuk diimpor. 

Dengan demikian, dari aspek legalitas, kebijakan ini dapat dipahami sebagai 
kebijakan yang memiliki dasar hukum formal. Meskipun demikian, dalam negara 
hukum, dasar legalitas tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah tetap harus menjalankan 
kebijakan berdasarkan asas perlindungan hak asasi manusia dan Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik. Hal ini penting karena kebijakan pelarangan thrifting tidak 
hanya mengarah pada importir ilegal, tetapi juga dapat berdampak pada pedagang 
kecil yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari penjualan pakaian bekas. 

Oleh karena itu, kebijakan yang sah secara hukum tetap harus dijalankan secara 
proporsional, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang 
terdampak. pelaksanaan kebijakan ini tetap perlu memperhatikan asas perlindungan 
hak asasi manusia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini karena 
dampak kebijakan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam impor ilegal, 
tetapi juga oleh pedagang kecil yang selama ini memperoleh penghasilan dari 
penjualan pakaian bekas. Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa 
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pelaksanaan kebijakan dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak 
menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat yang terdampak. 

Pemerintah dapat dikatakan telah menjalankan kebijakan berdasarkan 
kepentingan umum, terutama dalam aspek perlindungan industri nasional dan 
penertiban perdagangan. Namun, agar kebijakan ini lebih sejalan dengan prinsip 
perlindungan hak asasi manusia dan AUPB, diperlukan langkah pendukung yang lebih 
memperhatikan kondisi sosial ekonomi pedagang kecil. Langkah tersebut dapat berupa 
sosialisasi yang jelas, pendampingan usaha, pemberian akses terhadap alternatif usaha, 
serta kebijakan transisi yang memungkinkan pedagang menyesuaikan diri secara 
bertahap. 

Dengan demikian, kebijakan pelarangan thrifting tidak hanya perlu dilihat dari 
sisi larangan hukumnya, tetapi juga dari cara pemerintah mengelola dampak yang 
muncul di masyarakat, yaitu dengan memastikan bahwa tujuan perlindungan industri 
dalam negeri, kesehatan konsumen, dan ketertiban perdagangan dapat tercapai tanpa 
mengabaikan aspek kesejahteraan para pedagang yang selama ini menggantungkan 
sumber penghasilannya pada usaha tersebut. Apabila kebijakan tersebut dijalankan 
dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang kecil dan konsumen, maka 
pelaksanaannya akan lebih mencerminkan prinsip pemerintahan yang baik, adil, dan 
berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. 

Berhubungan dengan teori kepentingan publik, kebijakan pelarangan thrifting 
dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan 
masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran untuk mengatur arus 
masuk barang impor, khususnya barang bekas, yang dinilai berpotensi memengaruhi 
keberlangsungan industri dalam negeri, ketertiban perdagangan, serta perlindungan 
terhadap konsumen. Oleh karena itu, kepentingan publik dalam kebijakan ini dapat 
dimaknai sebagai kepentingan nasional yang mencakup perlindungan terhadap 
industri tekstil, keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, serta 
jaminan keamanan dan kelayakan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

Dengan demikian, kebijakan pelarangan thrifting dapat dipandang sebagai 
bentuk campur tangan pemerintah untuk menjaga kepentingan umum. Meskipun 
demikian, kepentingan publik dalam persoalan thrifting tidak dapat dilihat dari satu sisi 
saja. Di satu sisi, terdapat kepentingan industri tekstil nasional dan pelaku UMKM 
lokal yang perlu mendapatkan perlindungan dari persaingan dengan barang impor 
bekas. Di sisi lain, terdapat pula kepentingan pedagang pakaian bekas dan konsumen 
tertentu yang selama ini memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan aktivitas 
thrifting. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan thrifting berkaitan 
dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan dan kepentingan 
berbeda. Bagi pemerintah dan pelaku industri tekstil, kebijakan ini dapat dipahami 
sebagai langkah untuk memperkuat perekonomian nasional dan menjaga stabilitas 
perdagangan. Sementara itu, bagi pedagang kecil, kebijakan tersebut dapat 
memengaruhi sumber penghasilan. Dengan demikian, latar belakang pemerintah 
dalam menetapkan kebijakan pelarangan thrifting dapat dipahami sebagai bagian dari 
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upaya negara untuk mengendalikan impor, melindungi industri dalam negeri, menjaga 
ketertiban perdagangan, serta memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Namun, apabila ditinjau melalui teori kebijakan publik dan teori kepentingan 
publik, kebijakan tersebut tetap perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar 
pelaksanaannya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Evaluasi 
tersebut penting agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada perlindungan industri 
nasional, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi pedagang kecil dan 
konsumen yang terdampak. Oleh sebab itu, kebijakan pelarangan thrifting akan lebih 
optimal apabila diiringi dengan langkah pendukung, seperti pembinaan usaha, 
penyediaan alternatif sumber pendapatan bagi pedagang, serta penguatan akses 
masyarakat terhadap produk lokal yang terjangkau dan layak pakai. 
 
Dampak Kebijakan Pelarangan Thrifting terhadap Pelaku Usaha Penjualan Pakaian 
Bekas di Kota Medan 

Pasar Sambu dan Pasar Melati tumbuh dan berkembang sebagai dua pusat 
perdagangan pakaian bekas terbesar di Kota Medan. Pasar Sambu, atau yang dalam 
bahasa lokal dikenal sebagai Pajak Sambu, merupakan pasar tradisional tertua di Kota 
Medan yang berdiri sejak era kolonial Belanda sekitar tahun 1933. Meski awalnya 
merupakan pasar umum yang menjual beragam komoditas seperti sayur-mayur, buku, 
jam tangan, mainan, dan barang-barang antik (Kompasiana.com, 2025). Pasar Sambu 
kemudian lebih dikenal sebagai pusat penjualan pakaian bekas impor yang oleh 
masyarakat Sumatera Utara disebut monza (Merdeka.com, 2021). 

Aktivitas jual beli pakaian bekas di pasar ini mulai terasa sejak 1990-an, ketika 
kebutuhan masyarakat akan pakaian murah sangat mendesak sementara harga barang-
barang baru di pasaran masih tergolong mahal (Merdeka.com, 2021). Sementara itu, 
Pasar Melati, yang juga dikenal dengan sebutan Pamela (Pajak Melati), berkembang 
dengan latar belakang yang berbeda namun serupa dalam fungsinya. Bermula dari 
sebidang lahan persawahan milik warga lokal, kawasan ini kemudian berkembang 
secara organik menjadi salah satu pusat perdagangan pakaian bekas terbesar di Kota 
Medan (Jofie.baker.com, 2021). 

Berbeda dengan Pasar Sambu yang lebih tua dan kaya akan nilai historis, Pasar 
Melati tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pakaian 
bermerek impor dengan harga yang terjangkau, khususnya pada pakaian kelas atas 
(branded) (Sembiring & Siregar, 2026). Keberadaan kedua pasar ini menunjukkan bahwa 
perdagangan pakaian bekas tidak hanya menjadi aktivitas jual beli biasa, tetapi juga 
telah menjadi bagian dari ekonomi masyarakat, baik sebagai sumber penghasilan 
pedagang maupun sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sandang bagi konsumen 
berpenghasilan rendah. 

Perkembangan thrifting di Pasar Sambu dan Pasar Melati terjadi karena beberapa 
faktor, yaitu harga barang yang lebih terjangkau, kualitas barang yang masih layak 
pakai, serta adanya pilihan produk bermerek dengan harga rendah. Kemudian, 
pergeseran budaya konsumsi turut mendorong popularitas kedua pasar ini. Seiring 
waktu, aktivitas thrifting tidak lagi dipandang sekadar sebagai cara berhemat, 
melainkan telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan 
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generasi muda yang menjadikan pakaian bekas sebagai cara mengekspresikan identitas 
dan selera mode yang unik (Oktawiningsih et al., 2023). 

Berkembang pesatnya aktivitas thrifting di Pasar Sambu dan Pasar Melati, di sisi 
lain, tidak lepas dari perhatian pemerintah. Pemerintah menilai bahwa impor pakaian 
bekas yang semakin meningkat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, 
baik dari sisi ekonomi nasional maupun kesehatan masyarakat. Dari aspek ekonomi, 
masuknya pakaian bekas dengan harga rendah dinilai mengancam keberlangsungan 
industri tekstil dalam negeri dan menurunkan daya saing produk lokal serta UMKM di 
sektor sandang (Samudera et al., 2024). 

Adapun dari aspek kesehatan, pakaian bekas impor yang tidak melalui proses 
sterilisasi berpotensi mengandung bakteri, jamur, atau zat kimia berbahaya yang dapat 
menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen (Salma, 2025). Larangan ini 
didasarkan pada ketentuan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan 
baru. Diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang 
secara tegas memasukkan pakaian bekas dalam kategori barang yang dilarang untuk 
diimpor ke Indonesia, termasuk di bawah pos tarif HS 6309.00.00 (Permendag Nomor 
40 Tahun 2022). 

Selanjutnya, pada tahun 2025, pemerintah semakin mempertegas larangan 
tersebut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang 
yang Dilarang untuk Diimpor, yang sekaligus mencabut dua regulasi sebelumnya dan 
menjadi dasar hukum positif yang berlaku hingga saat ini (Permendag No 47 Tahun 
2025). Setiap kebijakan yang diimplementasikan akan menghasilkan dampak, baik yang 
bersifat positif maupun negatif, baik yang direncanakan maupun tidak. Kebijakan 
pelarangan thrifting menimbulkan dampak yang nyata yaitu, dampak ekonomi, 
dampak sosial, dan dampak politik. 

Dampak ekonomi merupakan aspek yang paling langsung dan paling besar 
dirasakan oleh para pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu dan Pasar Melati Kota 
Medan. Terdapat empat bentuk dampak ekonomi yang terjadi secara bersamaan, yaitu 
ketidakpastian pasokan barang, penurunan jumlah pembeli, penurunan omzet dan 
pendapatan, serta perubahan pola bisnis pedagang. Ketidakpastian pasokan basrang 
terjadi karena para importir dan distributor pakaian bekas impor yang selama ini 
menjadi pemasok utama para pedagang mulai berhenti beroperasi akibat kekhawatiran 
terhadap sanksi hukum. 

Karena ketersediaan stok yang berkurang, variasi pilihan barang yang dapat 
ditawarkan  kepada  pembeli  pun  menurun  secara  signifikan.  Kondisi  ini 
menyebabkan penurunan jumlah pembeli yang datang ke tempat penjualan. 
Berdasarkan hasil penelitian rata-rata 50 orang menjadi sekitar 30 orang per hari, 
kemudian 20–30 pembeli menjadi hanya 5–10 orang per hari. Penurunan ini terjadi 
bukan hanya karena terbatasnya stok, tetapi juga karena sebagian konsumen mulai 
beralih ke alternatif lain atau mengurangi belanja pakaian bekas akibat kenaikan harga. 

Dampak dari berkurangnya pasokan dan menurunnya jumlah pembeli secara 
langsung memengaruhi omzet dan pendapatan para pedagang. Dalam hasil temuan, 
terdapat perbedaan penurunan pendapatan, mulai dari penurunan sebesar 10 persen, 
30 persen, hingga hampir 75 persen. Perbedaan ini terjadi karena pedagang yang 
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selama ini memiliki ketergantungan penuh pada pasokan impor mengalami penurunan 
yang lebih tajam dibandingkan pedagang yang sejak awal memiliki sumber pasokan 
yang lebih beragam. Perubahan kebijakan yang memengaruhi jaringan distribusi dapat 
menimbulkan dampak mulai dari pasokan, harga, hingga pendapatan para pelaku 
usaha. 

Dampak ekonomi juga dapat terlihat dari perubahan pola bisnis pedagang. 
Sebelum kebijakan diperketat, pedagang dapat memperoleh barang dengan variasi 
yang luas dan harga yang relatif terjangkau. Setelah kebijakan pelarangan semakin 
ditegakkan, pedagang perlu menyesuaikan strategi, misalnya dengan menjual pakaian 
lokal, menjual barang sisa produksi, menjual produk baru dengan harga rendah, atau 
memperluas penjualan melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 
pedagang mulai melakukan penyesuaian strategi usaha sebagai respons terhadap 
tekanan yang ditimbulkan oleh kebijakan. 

Sebagian para penjual pakaian bekas mulai beralih sebagian ke penjualan 
pakaian lokal dan produk custom, serta memanfaatkan platform digital seperti live 
TikTok untuk menjangkau pembeli yang lebih luas. Kemudian memilih strategi 
memadukan stok lokal dan impor yang tersisa, disertai penyesuaian harga jual. 
Namun, beberapa penjual pakaian bekas masih bertahan dengan cara berjualan umum 
karena keterbatasan modal dan pengetahuan teknologi digital. Perbedaan kemampuan 
adaptasi ini menunjukkan bahwa pedagang yang lebih muda dan melek teknologi 
memiliki peluang yang lebih besar untuk menyesuaikan diri, sementara pedagang yang 
lebih tua dengan keterbatasan sumber daya menghadapi tantangan yang lebih besar 
dalam proses peralihan usaha. 

Dari aspek sosial, kebijakan pelarangan thrifting dapat menimbulkan perubahan 
dalam kehidupan pedagang dan konsumen. Bagi pedagang, usaha pakaian bekas 
bukan hanya aktivitas jual beli, tetapi juga sumber penghidupan keluarga. Apabila 
usaha mengalami penurunan, maka kondisi sosial keluarga pedagang juga dapat 
terpengaruh, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan 
anak, dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, dampak sosial kebijakan 
ini muncul karena perubahan aturan perdagangan dapat memengaruhi kesejahteraan 
pedagang pakaian bekas. 

Dari aspek politik, bahwa pedagang pakaian bekas di Kota Medan memiliki 
beragam pandangan terhadap kebijakan pelarangan thrifting. Secara umum, sebagian 
informan memahami bahwa kebijakan tersebut ditetapkan sebagai upaya pemerintah 
untuk melindungi industri nasional dan menjaga ketertiban perdagangan. Namun, 
pada saat yang sama, para pedagang juga mengharapkan adanya sosialisasi yang lebih 
langsung, terarah, dan mudah dipahami, serta adanya program pendampingan 
sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh. Harapan tersebut muncul karena 
pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal masih memerlukan penguatan, khususnya 
dalam hal penyampaian informasi kepada kelompok pedagang yang terdampak secara 
langsung. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki peran 
penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Apabila informasi 
mengenai tujuan, dasar hukum, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan belum 
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tersampaikan secara merata, maka pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dapat 
menjadi beragam. Dalam situasi demikian, informasi yang diterima pedagang 
berpotensi berasal dari sumber informal, seperti kabar dari sesama pedagang atau 
pemberitaan yang belum tentu memberikan penjelasan secara utuh. Oleh karena itu, 
penguatan sosialisasi dan komunikasi kebijakan di tingkat lokal menjadi langkah 
penting agar kebijakan dapat dipahami secara tepat, diterima secara lebih luas, dan 
direspons secara proporsional oleh para pelaku usaha yang terdampak. 

 
Strategi Pemerintah dalam Menyediakan Kebijakan Transisi bagi Pelaku Usaha 
Thrifting 

Strategi pemerintah dalam menyediakan kebijakan transisi bagi pelaku usaha 
thrifting merupakan bagian penting, karena kebijakan pelarangan tidak cukup hanya 
dilihat dari aspek penegakan hukum. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah tidak 
hanya berfungsi sebagai pembuat aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk 
melindungi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan. Oleh karena itu, apabila 
pemerintah menetapkan larangan terhadap kegiatan yang selama ini menjadi sumber 
penghidupan masyarakat, maka pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme 
transisi yang adil dan realistis. 

Dalam teori negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab untuk 
menciptakan kesejahteraan umum dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan 
terdampak kebijakan. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga 
sebagai provider dan umpire. Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan 
menetapkan larangan impor pakaian bekas. Sebagai provider, pemerintah seharusnya 
menyediakan dukungan, pelatihan, pendampingan, atau bantuan bagi pedagang yang 
terdampak. Sebagai umpire, pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan industri 
tekstil nasional, pelaku UMKM lokal, pedagang pakaian bekas, dan konsumen. 

Dengan demikian, kebijakan transisi menjadi ukuran penting untuk menilai 
apakah kebijakan pelarangan thrifting sudah sesuai dengan prinsip negara 
kesejahteraan. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan telah 
memberikan arahan mengenai arah transisi usaha yang diharapkan bagi para pedagang 
pakaian bekas yang terdampak kebijakan pelarangan thrifting. Arahan tersebut 
mencakup dua hal utama. Pertama, pedagang disarankan beralih menjual pakaian 
bekas lokal (preloved lokal) atau produk UMKM dalam negeri yang sesuai dengan 
regulasi yang berlaku. 

Kedua, pedagang didorong untuk memanfaatkan penjualan berbasis digital 
melalui marketplace dan media sosial sebagai saluran pemasaran yang lebih luas. 
Kondisi tersebut berarti pemerintah telah memiliki visi mengenai arah transisi yang 
diinginkan. Sesuai dengan teori negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh W. 
Friedmann, negara memiliki empat fungsi penting dalam bidang ekonomi, yaitu 
sebagai provider, regulator, entrepreneur, dan umpire. Berdasarkan hal tersebut, 
pemerintah telah menjalankan fungsi regulator secara konsisten melalui penerbitan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dan rangkaian regulasi 
sebelumnya. 
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Fungsi umpire juga terlihat dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan 
kepentingan industri nasional dengan keberlangsungan usaha pedagang melalui 
arahan peralihan ke produk lokal. Sementara itu, fungsi provider masih belum cukup 
kuat. Pemerintah masih memberikan arahan bersifat umum dan belum ada program 
yang dirancang secara khusus sebagai respons langsung terhadap kondisi pedagang 
pakaian bekas yang sedang dalam proses transisi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori 
negara kesejahteraan, fungsi provider menempatkan negara sebagai pihak yang 
berperan dalam menyediakan pelayanan, bantuan, dan program yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 

Dalam hal kebijakan pelarangan thrifting, peran tersebut menjadi penting 
terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung, termasuk para 
pedagang pakaian bekas. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, kebutuhan yang 
banyak dirasakan oleh pedagang meliputi adanya program pembinaan yang tepat 
sasaran, akses terhadap sumber pasokan pakaian bekas lokal yang lebih stabil dan 
terjangkau, serta pendampingan teknis untuk membantu mereka beradaptasi dengan 
perkembangan usaha berbasis digital secara bertahap. Dengan adanya dukungan 
tersebut, pelaksanaan kebijakan diharapkan tidak hanya berorientasi pada 
pengendalian aktivitas perdagangan pakaian bekas impor, tetapi juga memperhatikan 
keberlanjutan ekonomi para pedagang kecil. 

Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat pembinaan dan pendampingan perlu 
menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan, agar tujuan perlindungan 
kepentingan nasional dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat 
yang terdampak. Sehingga ketiga hal tersebut, kebijakan pelarangan thrifting tidak 
hanya akan mencapai tujuannya dalam melindungi industri tekstil nasional, tetapi juga 
sepenuhnya mencerminkan prinsip negara kesejahteraan yang menjamin bahwa tidak 
ada kelompok masyarakat yang dibiarkan menanggung beban kebijakan sendirian 
tanpa dukungan yang memadai dari negara. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, latar belakang pemerintah menetapkan 
kebijakan pelarangan thrifting didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu 
perlindungan industri tekstil dalam negeri dan UMKM lokal dari persaingan harga 
yang tidak seimbang, perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko pakaian bekas 
impor yang tidak terjamin kebersihan dan asal-usulnya, serta penertiban arus 
perdagangan impor ilegal yang merugikan penerimaan negara. Kebijakan ini memiliki 
dasar hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan dan Permendag Nomor 47 Tahun 2025, serta telah melewati tahapan 
analisis kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan pelarangan thrifting merupakan 
tindakan pemerintah yang sah secara hukum dan dapat dibenarkan sebagai bentuk 
campur tangan negara untuk melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas. 
Kedua, kebijakan pelarangan thrifting menimbulkan dampak yang nyata dan 
multidimensional bagi para pelaku usaha pakaian bekas di Pasar Sambu dan Pasar 
Melati Kota Medan. Dari aspek ekonomi, pedagang mengalami ketidakpastian 



 Volume 8, Issue 2, Juni 2026 
E-ISSN 2721-064 

 278 

pasokan, penurunan jumlah pembeli antara 30 hingga 50 persen, dan penurunan omzet 
antara 10 hingga 75 persen. Dari aspek sosial, berkurangnya stok dan naiknya harga 
pakaian bekas berdampak pada menurunnya akses konsumen berpenghasilan rendah 
terhadap pemenuhan kebutuhan sandang yang terjangkau. Dari aspek politik, sebagian 
besar pedagang belum menerima sosialisasi langsung dari pemerintah daerah sehingga 
informasi kebijakan lebih banyak diperoleh dari sesama pedagang dan pemberitaan 
daring. Meskipun demikian, sebagian pedagang menunjukkan respons adaptif dengan 
beralih ke penjualan pakaian lokal dan memanfaatkan platform digital sebagai saluran 
pemasaran baru. Ketiga, pemerintah belum memiliki kebijakan transisi khusus yang 
secara langsung ditujukan kepada pelaku usaha penjualan pakaian bekas di Kota 
Medan. Upaya yang ada masih bersifat umum, seperti imbauan untuk beralih pada 
penjualan pakaian baru, produk lokal, atau barang preloved yang tidak berasal dari 
impor luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pelarangan 
thrifting masih perlu didukung dengan program pendampingan yang lebih terarah, 
misalnya melalui sosialisasi langsung, pelatihan usaha, bantuan akses modal, serta 
pembinaan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan 
tanpa kehilangan keberlanjutan usahanya. 
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